
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Di berbagai negara, penegakan Hukum Persaingan Usaha yang lazimnya

dilakukan adalah penegakan Hukum Persaingan Usaha secara publik (public

enforcement) melalui otoritas persaingan usaha yang berwenang. Penegakan

hukum tersebut jugalah yang dilaksanakan di Indonesia melalui KPPU. Namun

demikian, beberapa waktu terakhir, di Uni Eropa telah berkembang praktik

penerapan prinsip kebatalan dan severability clause dalam konteks penyelesaian

perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha secara perdata (private

enforcement) yang didasarkan pada suatu perjanjian. Meskipun demikian,

penegakan Hukum Persaingan Usaha secara perdata belum pernah diterapkan di

Indonesia.

Sesungguhnya, UU No. 5/1999 tidak melarang penegakan hukum UU No.

5/1999 secara perdata dan justru tetap membuka kesempatan untuk

melaksanakannya. Adapun, kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum

UU No. 5/1999 secara perdata tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU. Hal ini

disebabkan karena KPPU tidak dapat melakukan penilaian terhadap keabsahan

suatu perjanjian. Sebab, KPPU bukan bagian dari lembaga peradilan yang memiliki

kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap keabsahan suatu perjanjian.

Akan tetapi, KPPU merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Dengan demikian,

KPPU tidak mungkin dapat menerapkan prinsip kebatalan dan severability clause

sebagai upaya penegakan hukum UU No. 5/1999 secara perdata. Untuk itu,

kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum UU No. 5/1999 secara perdata

akan menjadi kewenangan dari pengadilan.

Penegakan hukum UU No. 5/1999 secara perdata dengan menerapkan

prinsip kebatalan dan severability clause, khususnya pada perjanjian distribusi

(distribution agreement) sangat dimungkinkan. Hal ini karena pada perjanjian

distribusi umumnya mengandung berbagai klausul. Di antara klausul-klausul

tersebut, kerap kali ditemukan adanya klausul-klausul pembatasan vertikal

(vertical restrictions) yang dilarang oleh UU No. 5/1999. Apabila klausul-klausul

vertical restrictions tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat, maka klausul-klausul tersebut akan melanggar UU
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No. 5/1999. Pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tersebut akan mengakibatkan

perjanjian distribusi yang telah dibuat oleh produsen dan distributor melanggar

syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata berupa suatu

sebab yang halal. Pelanggaran terhadap syarat tersebut akan mengakibatkan

seluruh isi perjanjian menjadi batal demi hukum. Sehingga perjanjian menjadi tidak

dapat dilaksanakan.

Guna mengatasi kebatalan terhadap seluruh isi perjanjian distribusi

tersebut, maka hakim di pengadilan dapat menegakkan severability clause yang

telah disepakati oleh para pihak ketika perjanjian dibuat. Hal ini karena severability

clause akan membatasi kebatalan agar hanya terjadi secara spesifik pada

klausul-klausul yang melanggar UU No. 5/1999 saja. Sementara itu, terhadap

klausul-klausul lainnya akan dipisahkan dan dilindungi sehingga tetap dapat

dilaksanakan. Adapun, klausul-klausul yang dilindungi tersebut berupa

klausul-klausul yang memenuhi syarat objektif keabsahan perjanjian berupa suatu

hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Penerapan severability clause tersebut tidak dapat secara mutlak diterapkan

untuk mengatasi kebatalan yang terjadi pada setiap perjanjian distribusi. Akan

tetapi, terdapat batasan-batasan tertentu yang harus dipertimbangkan sebelum

menerapkan severability clause tersebut. Dalam kasus SCL v McCabe terdapat 7

(tujuh) formulasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menegakkan

severability clause. Adapun, sebagian besar formulasi tersebut, sesungguhnya

mengarah pada penerapan severability clause yang hanya berlaku jika kebatalan

tidak terjadi pada klausul esensial. Sebab, jika kebatalan terjadi pada klausul

esensial, maka akan mengakibatkan hakikat dan tujuan yang diekspektasikan para

pihak menjadi tidak tercapai. Dengan demikian, severability clause tidak dapat

diterapkan karena klausul-klausul yang tersisa tidak dapat dijalankan secara efektif

dan tidak lagi memenuhi tujuan para pihak.

6.2 Saran

Penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha secara privat

(private enforcement) melalui prinsip kebatalan dan severability clause belum

pernah diterapkan di Indonesia. Untuk itu, penulis menyarankan agar dilakukan

perubahan terhadap UU No. 5/1999 untuk mengakomodir pelaksanaan private
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enforcement di Indonesia. Perubahan dalam UU No. 5/1999 tersebut dapat

dilakukan dengan menambahkan pasal yang berbunyi “Penyelesaian perkara

pelanggaran terhadap larangan mengenai perjanjian yang dilarang dalam UU No.

5/1999 dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.” Dengan menambahkan

ketentuan semacam itu, maka UU No. 5/1999 akan secara tegas mengakui dan

memperbolehkan penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

melalui private enforcement di Indonesia. Sehingga, para pihak yang terlibat dalam

suatu perjanjian, termasuk perjanjian distribusi akan memiliki landasan yuridis

untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran UU No. 5/1999 yang terjadi di

antara mereka melalui pengadilan. Selain itu, pengadilan juga akan memiliki

legitimasi yuridis untuk menyelesaikan perkara pelanggaran UU No. 5/1999 yang

diajukan kepadanya berdasarkan Hukum Perjanjian dengan menerapkan prinsip

kebatalan dan severability clause.

Selain itu, penulis juga menyarankan bahwa dalam mendayagunakan

severability clause untuk mengatasi kebatalan terhadap seluruh isi perjanjian

distribusi, maka hakim di Pengadilan Niaga dapat merujuk pada 7 (tujuh) formulasi

yang dijadikan dasar pertimbangan hakim Inggris dalam kasus SCL v McCabe.

Dengan merujuk pada formulasi-formulasi tersebut, hakim di Pengadilan Niaga

akan memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan objektif dalam menegakkan

severability clause yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian distribusi.

Pada dasarnya, ketujuh formulasi tersebut hendak menekankan bahwa penegakan

severability clause sangat bergantung pada klausul esensial. Apabila kebatalan tidak

terjadi pada klausul esensial, maka severability clause dapat diterapkan. Adapun,

jika klausul esensial tersebut diabstraksikan, maka dapat diketahui bahwa yang

dimaksud dengan klausul esensial adalah klausul yang substansial, yaitu klausul

yang sedemikian pentingnya sehingga para pihak tidak akan menyepakati suatu

perjanjian jika mengetahui bahwa klausul tersebut tidak berlaku. Dengan begitu,

perumusan dari severability clause dalam suatu perjanjian distribusi dapat dibuat

sebagai berikut:

“Kebatalan terhadap suatu klausul tertentu dalam perjanjian ini tidak
mengakibatkan kebatalan terhadap seluruh perjanjian, kecuali jika klausul
yang dibatalkan tersebut dianggap substansial, yaitu jika klausul tersebut
sedemikian pentingnya sehingga para pihak tidak akan menyepakati
perjanjian ini jika mengetahui bahwa klausul tersebut tidak berlaku.”
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Dengan demikian, severability clause akan dapat melindungi kepentingan para

pihak untuk mempertahankan sisa perjanjian secara adil dan efektif sepanjang

kebatalan tidak terjadi pada klausul esensial.

Namun demikian, penelitian penulis ini baru studi awal untuk menjajaki

penerapan prinsip kebatalan dan severability clause untuk memitigasi risiko

penegakan hukum secara perdata terhadap pelanggaran UU No. 5/1999, khususnya

pada perjanjian distribusi. Dikarenakan hal tersebut, maka masih banyak aspek

yang perlu didalami dan diteliti lebih lanjut guna memperkuat temuan awal penulis

dalam penelitian ini. Adapun, salah satu aspek permasalahan yang dapat diteliti

lebih lanjut adalah mengenai sejauh mana klausul esensial dalam suatu perjanjian

distribusi berpengaruh terhadap efektivitas dari penerapan severability clause.
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